
BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016;

b. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi
informasi maka terdapat perubahan di dalam sistem
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sehingga
diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif,
efisien, transparan dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal
Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5165);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5219);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5887);

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 92);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 110);

21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 77) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77
tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016
Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2017.



i
Pasall

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016
Nomor 77) pada halaman 41 huruf C tentang Penatausahaan Pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diubah dan ditambahkan 3 (tiga) huruf
yaitu huruf k, huruf 1 dan huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. PENATAUSAHAAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

DAERAH.

Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
a. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah menerima SPM-UP/GU/TU/LS yang
diajukan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

b. Dokumen SPM yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah
dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kepala
Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah menolak menerbitkan SP2D paling lama 1
(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

c. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah mencatat SPM-UP/GU/TU/LS yang
diterima ke dalam register SPM-UP/GU/TU/LS.

d. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah melakukan pengujian atas kelengkapan
dokumen SPM-UP/GU/TU/LS untuk menerbitkan SP2D-
UP/GU/TU/LS, yang meliputi:
a) Pengujian substantif dilakukan untuk :

1) menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan dalam
DPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut;

2) menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan
Kontrak/SPK, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara
Pemeriksaaan Hasil Pekerjaan, Surat Keputusan);

3) menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat
lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap
kebenaran pelaksanaan pembayaran; dan

4) menguji faktur pajak beserta SSP-nya.
b) Pengujian formal dilakukan untuk :

1) mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM
dengan spesimen tandatangan;

2) memeriksa penulisan jumlah uang dalam angka dan huruf
yang tercantum dalam SPM.

e. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari
untuk SPM-LS dan paling lama 3 (tiga) hari untuk SPM Non LS
terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM setelah secara substantif
dan formil dinyatakan benar.

f. Dalam hal pengujian substantif dan Pengujian formal atas SPM
terdapat kesalahan atau kekeliruan, BPKAD menerbitkan Surat
Penolakan SP2D.

g. Dalam hal Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
BPKAD berhalangan sementara, dapat ditunjuk pejabat yang diberi
wcwcnang untuk mcnandatangani SP2D.

h. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan BPKAD
menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang
persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada
pengguna anggaran/kuasa penggguna anggaran dan SP2D untuk
keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.



i. Apabila terjadi kekeliruan pembebanan kode rekening belanja
dilakukan pembetulan dengan cara membuat surat permohonan
koreksi dari Pengguna Anggaran kepada BPKAD Cq. Bidang
Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan.

j. PT. Bank .lateng memberikan bukti transfer dalam bcntuk nota debit
atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa dana tersebut telah
ditransfer kepada penerima paling lambat 5 hari kerja sejak diterima.

k. Dengan menggunakan sarana teknologi informasi, Kepala Bidang
Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan selaku Kuasa BUD dapat
melakukan SP2D secara online kepada PT. Bank Jateng;

1. Penerbitan SP2D secara online sebagaimana dimaksud huruf k,
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Data SP2D dan atau data daftar penguji dikirim dari server SIMDA

BPKAD melalui aplikasi ke server PT. Bank Jateng;
2) PT. Bank Jateng secara sistem memverifikasi kebenaran dari data

rekening bendahara atau pihak ketiga yang akan menerima dana;
3) Hasil verifikasi benar/sama maka akan dilakukan proses transfer

dana sejumlah tersebut dalam data SP2D kepada pemilik rekening;
4) Hasil verifikasi tidak benar/ tidak sama maka akan dimintakan

konfirmasi kepada Kuasa BUD;
5) Berdasarkan proses angka 4) tersebut, Kuasa BUD dapat

memberikan izin/menolak proses transfer dilaksanakan.
m. Dengan dilaksanakannya penerbitan SP2D secara online, proses

penerbitan SP2D secara fisik tetap dilakukan dan PT. Bank Jateng
tetap menerima SP2D secara fisik sebelum proses pencairan dilakukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 29 M«i 2017

BUPATI

S SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2q M«i 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 57-


